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CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH 

 

p4 Menguasai konsep teoritis mengenai hukum materiil  

 

KU1 Mampu berpikir secara kritis, logis dan sistematis 

 

KU3 Mampu bekerja secara individu dan kolektif 

 

KK1 Mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumen hukum 

 

p2 Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum 

 

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR 

 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep normatif tentang hukum keuangan negara serta 
mangambil ke putusan dalam menerapkan kasus hukum keuangan negara. 

 

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH 



 
Pertemuan 

Ke 
 

 
Kemampuan akhir yang 

diharapkan/Sasaran 
Pembelajaran 

 
Bahan Kajian/Materi 

Pembelajaan 

Metode 
Pembelajaran 

 
Indikator/ 

Kriteria Penilaian 

 
Bobot 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
 
 

1/2 

Mahasiswa mampu mem-
bedakan pengertian, sum-
ber dan dasar hukum, 
serta kedudukan hukum 
keuangan negara dalam 
pembagian hukum di 
Indonesia. 

1. Pengertian hukum  keuangan 
negara; 

2. Sumber dan dasar hukum 
keuangan negara; 

3. Kedudukan hukum keuangan 
negara dalam pembagian 
hukum positif. 

 
 
 

Kuliah 
Interaktif; 

 

Partisipasi untuk mem 
bedakan  pengertian, 
sumber dan dasar 
hukum, serta ke-
dudukan hukum ke-
uangan negara dalam 
pembagian hukum di 
Indonesia  

 
 
 
 

10% 

 
 
3  

Mahasiswa mampu 
mengetahui pengertian, 
sumber, ruanglingkup dan 
hubungannya dengan 
fungsi negara.  

1. Pengertian keuangan negara; 
2. Sumber keuangan negara; 
3. Ruang lingkup keuangan 

negara; 
4. Hubungan keuangan negara 

dengan fungsi negara. 

 
Kuliah 

interaktif; 
 

Partisipasi dalam ke-
mampuan mengung-
kapkan pendapat ten-
tang keuangan 
negara. 

 
 

5% 

 
 
 

4. 

Mahasiswa mampu meng-
identifikasi Penerimaan 
Negara Bukan Pajak 
(PNBP)  

1. Pengertian PNBP; 
2. Sumber hukum PNBP; 
3. Dasar hukum PNBP; 
4. Jenis-jenis PNBP; 

 
Kuliah 

interaktif; 
 

Partisipasi dalam ke-
mampuan mengetahui  
pengertian, sumber 
dan dasar hukum, 
serta jenis PNBP 

 
 
 

5% 

 
 

5. 

Mahasiswa mampu meng-
identifikasi tentang penye-

toran, penagihan, pemu-
ngutan, dan penggunaan 
PNBP bagi kegiatan 
tertentu. 

1. Penyetoran PNBP; 
2. Penagihan PNBP; 

3. Pemungutan PNBP; 
4. Penggunaan PNBP bagi 

kegiatan tertentu. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Makalah 

perorangan. 
 

Partisipasi mengung-
kapkan pendapat ten-

tang penyetoran, pe-
nagihan, pemungutan, 
dan penggunaan PNBP 
bagi kegiatan tertentu 

 
 

 
5% 

 

Mata kuliah ini mempelajari konsep normatif tentang hukum keuangan negara serta hubungan dengan pengelolaan dan 
pengembaliankerugian keuangan negara 

             



 
 

6. 

Mahasiswa mampu me-
nentukan dan membeda-
kan substansi ang-garan 
negara dalam penyeleng-
garaan negara 

1. Fungsi Anggaran Negara; 
2. Sifat hukum Anggaran 

Negara; 
3. Perubahan Anggaran Negara; 
4. Pergeseran Anggaran Negara 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas. 

Partisipasi dalam 
diskusi agar mampu 
mengungkapkan pen-
dapat yang benar  
anggaran negara. 

 
 

3% 

 
 
 

7. 

Mahasiswa mampu mem-
bedahkan antara pengelo-
laan dengan pengelola 
keuangan negara 

1. Pengertian pengelolaan 
keuangan negara; 

2. Pengelola keuangan negara; 
3. Kewenangan pengelola 

keuangan negara; 
4. Kewajiban pengelola keuang-

an negara; 
5. Larangan pengelola keuangan 

negara. 

 
 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 

Partisipasi dalam dis-
kusi agar mampu 
mengungkapkan pen-
dapat  perbedaan 
pengelolaan dengan 
pengelola keuangan 
negara. 

 
 

 
5% 

 
 
 

 
8. 

Mahasiswa mampu 
mengindentifikasi peng-
awasan keuangan negara, 
baik secara fungsional, 
internal, dan eksternal.  

1. Sumber hukum  pengawasan 
keuangan negara; 

2. Dasar hukum pengawasan 
keuangan negara; 

3. Pengawasan keuangan negara 
secara fungsional; 

4. Pengawasan keuangan negara 
secara internal; 

5. Pengawasan keuangan negara 
secara eksternal; 

1.  
 
 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 
 

 
Partisipasi dalam ke-
mampuan mengung-
kapkan pendapat ten-
tang pengawasan ke-
uangan negara oleh 
lembaga yang ber-
wenang. 

 
 
 

 
7% 

 
 
 

 
9. 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi 
pemeriksaan keuangan 
negara 

1. Sumber hukum dan dasar 
hukum pemeriksaan keuang-
an negara; 

2. Lembaga yang berwenang 
memeriksa keuangan negara; 

3. Ruanglingkup pemeriksaan 

keuangan negara; 
4. Wewenang pemeriksa keuang-

an negara 
5. Laporan hasil pemeriksaan 

keuangan negara; 

 
 
 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 

Partisipasi dalam dis-
kusi agar mampu 
mengungkapkan pen-
dapat yang benar 
tentang pemeriksaan 
keuangan negara. 

 
 
 
 
 

6% 



 
 

10 

Mahasiswa dapat meng-
identifikasi  pertanggung-
jawaban keuangan negara 

1. Pertanggungjawaban pada 
tahun anggaran berjalan; 

2. Pertanggungjawaban pada 
akhir masa jabatan; 

3. Pertanggungjawaban setelah 
akhir masa jabatan 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Makalah 

kelompok. 
 

Partisipasi dalam 
diskusi untuk meng-
ungkapkan pendapat 
yang benar tentang 
pertanggung-jawaban 
keuangan negara. 

 
 

4% 

 
 

11 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi mengenai 
kerugian keuangan 
negara. 

1. Pengertian kerugian keuang-
an negara; 

2. Timbulnya kerugian keuang-
an negara; 

3. Kewenangan menetapkan 
kerugian keuangan negara; 

4. Kerugian keuangan negara 
unsur tindak pidana korupsi. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas 

Partisipasi dalam dis-
kusi untuk kesesuai-
an pendapat mengenai  
kerugian keuangan 

negara. 

 
 
 

5% 

 
 
 

12 

Mahasiswa mampu meng-
identifikasi tentang 
pengembalian kerugian 
keuangan negara di luar 
peradilan. 

1. Pengertian pengembalian 
kerugian keuangan negara; 

2. Dasar hukum pengembalian 
kerugian keuangan negara di 
luar peradilan 

3. Tuntutan ganti kerugian 
a. Pejabat negara; 
b. Bendahara; 
c. Pegawai Negeri bukan 

bendahara; 
d. Pejabat lain. 

4. Pembebasan tuntutan ganti 
kerugian keuangan negara. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas; 

Partisipasi dalam dis-
kusi  untuk kesesuai-
an pendapat  tentang 
pengembalian kerugi-
an keuangan negara 
di luar peradilan 

 
 
 
 
 
 

5% 

 
 

13 

Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi tentang 
pengembalian kerugian 
keuangan negara melalui 

peradilan. 

1. Pengertian pengembalian 
kerugian keuangan negara 
melalui peradilan; 

2. Instrumen pengembalian 

kerugian keuangan negara 
melalui peradilan; 
a. Hukum keuangan negara; 
b. Hukum perdata; 
c. Hukum pidana. 

 
1. Kuliah 

interaktif; 
2. Diskusi 

kelas; 

Partisipasi dalam dis-
kusi  untuk kesesuai-
an pendapat  pengem-
balian kerugian ke-

uangan negara 
melalui peradilan. 

 
 
 
 

   5% 



3. Akibat hukum terhadap 
pengembalian kerugian ke-
uangan negara melalui 
peradilan; 
a. Barang bukti; 
b. Penghukuman. 

 
 

14 

Mahasiswa mampu me-
mahami sanksi administ-
rasi bagi yang menimbul-
kan kerugian keuangan 

negara 

1. Penurunan pangkat; 
2. Pemberhentian dari jabatan; 
3. Pemberhentian tidak dengan 

hormat sebagai aparatur sipil 

negara 

1. Kuliah 
interaktif 

2. Diskusi 
kelas; 

Partisipasi dalam dis-
kusi untuk kesesuai-
an pendapat  sanksi 
administrasi pada 

keuangan negara 

 
 

5% 

 
15 

Mahasiswa mampu meng-
identifikasi tindak pidana 
keuangan negara 

1. Ultimum 
remedium; 

2. Tindak 
pidana khusus; 

3. Pelaku; 
a. Setiap orang; 
b. Setiap pemeriksa; 

4. Penyertaan 

1. Kuliah 
interaktif; 

2. Diskusi 
kelas 

Diskusi untuk ke-
sesuaian pendapat 
tindak pidana keuang-
an negara. 

 
 
 

5% 

16  Final test Menjawab soal 
ujian 

 25% 
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